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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 48 TAHUN 1996

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

PEMERINTAH KECAMATAN

MENTERI DALAM NEGERT,

bahwa dalam wusaha meningkatkan penveleng-
garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna
dan berhasilguna perlu menata kembali
Organisasi Pemerintali Kecamatan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas, perlu menetapknn Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Ke:samatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor aa, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 31037 ):

Undang-undang Nomar §  Tahun 18789 tentang
Femerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1879
Namor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

IIndang-undang Nomor [! Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (lembaran Negara Tahun 1980 Nomor H4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1588
Lentang Koordinasi Kegintan Instansi
Vertikal DI Daernh {Lémbaran Negara Tahun 159B8
Namer 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 323731}

Peractujuan Menteri Negnra Pendavagunaan Aparatur
Negara dalam suratnyn Nomor @ B=2T70/T/96 tanggal
20 Maret 1896,

MEMUTUSKAN .....



MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERT TENTANG PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN,

BAR
ORGANISASI
. Bagian Pertama
Pola Organisasl Pemerintah Kecamatan
Paanl 1

(1) Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri
dari

a. Pola Minimal:
b. Pola Maksimal.
(2) Pola organisasi sebagnimana dimaksud avat (1)

disusun berdasar kriteria sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Keputusan ini,

{3) Penentuan Pola Mirdimnl dan Maksimnl
Organisasi Pemerintnh Kecamatan sebadaimana
dimaksud pada ava!t (1) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu

- mendapatkan persetujuan dari Menteri vang
bertanggung Jjawab dibidang Penddyagunaan

Aparatur Negara.

(4) Ragan Susunan Organisani Pemerintah Kecamatan
-. sebagaimana tercantun dalam Lampiran [II dan
Lampiran III Keputusan inl.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Mirimal

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pala
Minimal terdiri dari

a, Camat;

b, Sekretariat; .

c¢. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hﬂglﬂ.rl TERE R



Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

CAMAT

Pasal 3

{1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan vang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati/WValiketamadya.

(2) Camat di Wilayah Kotamadva Administratif/Kota Administratif
berada di hawah dan bertanggung Jjawab kepada
Walikotamadya/Walikota.

(3) Camat di Wilayah Pembantu Bupati/Walikeotamadya dalam
pelaksanaan tugasnyva berada di bawsh  koordinasi Fembantu
Bupati/Walikotamadya. '

Pasal 4

Camat mempunyvai tugas memimpin penvelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasvaerakatan
dalam wilayah Kecamatan.

Pasal &

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat
mempunyai fungsi

a., penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan
kheagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri;

b, pembinaan pemerintahan Desa/Keluraharn;
e, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilanvah;

d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekasnomian,
produksi dan distribusi serta pembinaan sasial;

(-3 penyusunan program, pembinaan sdministrasi, ketatausahaan dan
rumah targga.

Paragral ,....



Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6
[1) Sekretariat adalah unsur staf.

(2) Sekretarjiat dipimpin oleh seorang Sekretaris,berada 41 bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

1 ] i = L ]

Sekretariat mempunyai tngas me i koLl & 4RI
administrs-! Jan memberikan pelavanan telnis udministrati; kepada

seluruh satuan organisasi Pemerintah Keciomatan.

Pnaal 8

Untuk menvelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 7,
Sekretariat mempunyvai fungsi @

a, penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksa-
naannya;

b, urusan administrasi keuangan;

¢, urusan tata usaha, administrasi kepev¢awnlian, perlengkapan dan
rumah tandga. -

Pasal &

{1) Sekretariat terdiri dari ;
a, Urusan Perencanaan;

b, Urusan Umum,

{2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh =aeorang Kepala Urusan.

Fasal 10

{1) Urusan Perencanaan mempunyail tudas melakukan penvusunan
rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta

renyusunan laporan.

(2) Urusan ..+



(2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,

kearsipan, kepegawaian, lkeuangan, perlengkapan dan
tangga,

Paragraf 3

Seksi Pemerintahnn

Pasal 11

rumah

{1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kecamatan di bidang penvelenggaraan pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
di bawah dan bertanggung Jjawab kepada Camat.

bl

Piral .12
Seksi Pemerintahan “+ apunyai (ugas melakukan
pemerintahan umum dan .merintahan Desa/Kelurahan
ketentraman dan ketertiban.
Pasal 13

Untuk menvelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 12,
Pemerintahan mempunvai fungsi

berada

urusan
serta

Seksi

a. penvelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan

Desa/Kelurahan;

b. pengadmiq{atraaian kependudukan dan catatan sipil;

c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wili,uw. ac. . |
gatv,, wiisi pamong praja.
Pasal 14

{1) Seksi Pemerintalan terdiri dari
a. Subseksl Pemerintahan Umum dan Lesa/Kelurahan,
b. Subsecksi Kependudukan;

¢, Subseksi Ketentraman dan Ketertiban,

(2) Subseksi

"
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(2) Subseksi - Subseksi tersebut pada avat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, herada di bawah dan
bertanggung Jjawab kepada Kepala Seks. Pemerintahan.

Pagal 15

{1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
mempunyali tugas menyviapkan bahan penvelenggaraan pemerintahan
umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaann keagrariaan,
pemb lnaan ideﬁ]ngi negara, kesatuan bangsan, organisasi sosial
politik, uriusan pemilihan umum, pembinaan organisasi
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnva.

(2) Subseksi Kependudukan mempunyal tugas menviapkan bahan
pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan
transmigrasi.

(3) Subseksi Ketentraman dan Ketert | ban mempunva i tugas
menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta

pembinaan satuan polisi pamong praja,

Paragrafl 4

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

-

Pasal 16

{1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan

Masyarankdt Desa/Kelurahan. -

(2) Seksi Pembangunan Masyvarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh
seorangd Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung Jawab

kepada Canat.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyal tugas
melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik,
pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta

kese jahteraan sosial,
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi
Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi !

a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan
prasarana dan pembinaan pelayanan umum;

b. penyusunan .....



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

==y

penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan
pertambahan perekonomian, produksi dan distribusi;

penyusuran program dan pembinaan kese jahteraan sosial.

Pasal 19
Seksl Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
i, Subsekni Sarana, Prasarana dan Pelavanan Umum;
b. Subsekal! Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
c. Subseksi Kesejahter;an Sosial dan Lingkundan Hidup.

Subsekai-Subseksi tersebut pada ayat (1) mas ing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawvah dan
bertanggung Jjawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelirahan,

Pasal 20

Subseksi Sarana, Prasarans dan Pelayanan Umum mempuny=i tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan
pembangunnn sarana dan prasarana serta pelavanan umum.

Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyal
tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan
perekononian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi
pelaksanaannya. ;

Subseksi Kemse jahteraan Sosinl dan Lingkungan Hidup mempunyai
Ltugns menyiapkan bahan penyusunan program, penblnaan
kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial
dan budarya, bantuan dan pelavanan sosial, pembinazan generasi
muda dan kewanitaan dan pembinaan pelestarian lingkungan
hidup. :

Paragraf §
Kelompok Jabatan Fungalonal
Pasal 2]

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyvai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Camat sesual dengan keahlian dan
kebutuhan.

Paeal .44




Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal

21,

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai keloempok sesuai dengan
bidang kezahllannya.

(2) Seti

ap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senpior yang ditunjuk oleh Camat, dan
bertanggung jawab kepada Camat.

{3) Juml

ah Jabatan Fungsional tersebut pada avat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jeni
diat
berl

ar

dari

Camat

Seksi
Seksi
Seksi
Seksil
Seksi

rm -0 AN O

s dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada avat (1),
up sesuail dengan peraturan perundang-undangan YAang
aku, -

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Pemeriniah Kecamatan
Pala Maksimal

Pesal 23

ganisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal terdiri

w
¥

Sekretariat ;

Pemerintahan;

Ketentraman dan Ketertiban;
Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
Kesejahteraan Sosial;

Pelayanan Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kelimn

Kedudukan, Tugasn dan Fungei

Paragraf 1

Camat

Pasgnl 24

Kedudukan, tugas dan fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah
Kecamatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan

fungal

Camat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal

sebagaimana tersebut pada ?amal 3, Pasal 4 dan Pasal §.

Paragraf ......
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:Paragraf 2

.Sekretariat

Pasal 265

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi

Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal adalah sama deugan kedudukan,
tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-

Pasal 26

Sekretariat terdiri dari ;

a, Urusan Perencanaan; .

b, Urusan Keuangan;

c. Urusan Umum. i

Urusan-urusan tersaebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris .

Pasal 27
Tugas Urusan Perenclﬁnnn adalah sama dengan tugas Urusan
Perencanaan pada Sekretariat Kecamatan Pola Minimal

sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1).

Urusen Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan nggaran
serta pernatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban k-uangan.

Urusan Umum n!mpuhrli tugas melakukan urusan persuratan,
kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

‘Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 2R

Sekal Femerintahan adalah uasur pelaksanna Pemerintah
Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan .

Seksi Pererintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sekuni, berada
di bawah dan bertanggung Jjawab kepada Camat.

Pagsal ..«
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Pasal 29

Seksi Pemerintahan mempunyal tugas melakukan Urusan

pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan
dan pembinaar politik dalam Negeri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29, Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

penyusunan praogram dan pembinaan penvelenggaraan pemerinteahan
umum dan Desa/Kelurahan;

penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan
dan catatan sipil;

penyusunan program dan pembinasn kegiatan Sosial Politik,
ideologi negara dan kesatuan bangsa.

Pasal 31
Seksi Pemerintahan terdiri dari
a. Subseksi Pemerintahan Usfum dan Desa/Kelurahan;
b. Subseksi Kependudukan;
c. Subseksi Sosial Politik,

Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, barada di bawah dan
bertanggung Jjawal kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 32

Subgeksi{ Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyal tugas
menyiapkan banan pembinaan penvelenggaraan pemerintahan umum
serta pembinaan keagrariaan.

Subseksi Kependudukan mempunyal tugas menyiapkan bahan
pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

&«
Subseksi Sosial Politik mempunyai tugas menylapkan bahan

pembinaan urusan PEMILU, pembinaan ideologi negara, kesatuan
bangsa, organisasi sosial politik, pembinaan erganisasi
kemagyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnva,

Paragraf ... ..
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Paragrafl

Seksi Ketentraman dan KEetertiban

Pasal 33

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kecamatan di bidang pomhinann  ketentraman dan
ketertiban wilavah.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada avat (1)
dipimpin olgh seorang Kepala Sekui rung selanjutnyva disebut
Mantrl Poliai Pamong Praja, berada i bawah dan bertanggung
javwaly kepada Camat.

Pasal 34

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melekukan
pembinaan ketentraman dan ketertiban w:lavah serta pembinaan
Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersehut pada Pasal 34, Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Kketentraman

dan ketertiban umum;
-

b. penyusunan bro:ram dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong
Praja.

Pasal 36
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari

a. Subseksi{ Ketertiban Umum;
b. Subseksi Polisi Pamong Praja.

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada avat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan
bertangung jawab kepada Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban.

Pasal 37

{1) Subseksil Ketertiban Umum mempunvail tugas menyiapkan bahan
dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
termasuk pembinaan Lertib perizinan.,

{2) Subseksi Polisi Pamony Praja mempunyni tugas menyviapkan bahan

penyelenggaraan pembinaan aparat Ketertizan dan Polisi Pamong
Prajna.

Pnragrafl P R
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Paragraf §

Seksi Pembangunan Masvaraka: Desa/ Kelurahan

Pasal 38

(1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adanlah unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan [i bidang pembangunan
masyarakat Desa/Kelurahan,

(2) Seksi Pambangunan Masyarakat Desa/kelurahan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Pasal 389
Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyal tugas
melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian
Desa/Kelurahan, produksi dan distrinsusi serta pembinaan
lingkungan hidup.
Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 139, Seksi
Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyvai fungsi

A, penyusunan program dan pembinann perekonomian masyvarakat
Desa/Kelurahfin, produksi dan distribusi;
b. penyusunan program dan pembinaan linghungan hidup,
Pasal 41

{1) Seksi Pembangunan Masvarakat Desa/Feluraban terdiri dari

a, Subseksl Perekonomian, Produkaeil cdan Distribusi;
b. Subseks] Lingkungan Hidup.

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada avat (1) masing-maszing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseks:!, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Seksl| Pombangunan Masvarakat

Desa/Kelurahan.
Pasal 42
{1) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai
tugns menyliapkan bahan penyelonddaraan pembilnaan
perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian,

peternnkan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kectil,
usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kKelancaran

distribusi hasil produksi.

{2) Subseksi Lingkungan Hidup mempunyai t:gas menyiapkan bahan
penvelenggaraan pembinaan lingkungan hidup,

Paragral .....



Paragraf ¢

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 413

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang pembinaan kesze i hleraan masyarakat,,

(2) Seksi Kesejmhteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Seksl, berada di bawah dan bertandg ng jawab kepada Camar.

-
Pazal 414
Seksi Kesejnhteraan Sosial mempunyail tugas mengkoordinasikan
penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kese jahteraan
sosial.
Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 44, Seksi
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

a. penyusunan program, pembinaan pelavannan dan bantuan sosial,
pembinaan kepemudaan, peranan wanita dnn slah raga;

b. penyuaunan’pro:rnm. pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
kebudavaan, dan kesehatan masvaraknat.
Pasal 46
i1}.§ek51 ﬁe;ejahteraaﬁ Sosial terdiri dari
a. Subseksi Kesejahteraan;
k. ﬂnhnnkgi Bina Mental dan Spiritual.
{2) Subseksi-Subseksi tersebut pada avat (1) masing-maaling

dipimpin oleh seorang Kepala Subse:si, berada di bawah dan
bertangung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

Pasal 47
{1) Subseksi Kesejahteraan mempunyai Lugas menyiapkan hahan
penyusunan program dan pembinann pelavanan dan hantuan
snsial, kepemudaan, peranan wanitns Jdnn olah raga.

{2) Subseks] Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyiapkan
hahan penyusunan program dan pembilsaan kehidupan keagamaan,
pendidikan, kebudavaan dan kesehatay mnevarakat.

Paragral ...
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Paragrafl 7

Seksi Pelayanan Urum

Pasal 48

(1) Seksi Pelavanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang pembinaan pelavanan umum.

(2) Sekei Pelayanan Umum dipimpin oleli seorang Kepaln ieksi,
berada di bawah dan bertanggung Jjawnb kepada Camat .

Pasa) 49
Sel L rvelayanan  Umum mempunyni tugnas melakukan  urusan
pelayanan umum vang meliputi Kekaxaan dan Inventarinani

Desa/Kelurakan, kehersihan serta sarana Jdan prasarann umam.

Pasal 50

Untuk menvelenggarakan tugas terachur  pada Pasal 49, Seksi
Pelavanan Umum mempunyai fungsi

a. penyvusunan program dan penvelengdarvonn pembinaan pelayanan
kekayaan dan inventarisasi Desa/Ke lurahang

b, penyusunan program dan penyelenguarann  pembinaan  poelayanan
keberaslhan, Kkeindahan, pertamanan Jdut =sunitasi lingkundnn; «

€. penyusunan pregram dan penvelenggarsnan pembinaan sarana dan
parasarana fisik pelayvanan umum.

Pasal 51

(1) Seksi Pelayanan Umum terdiri dar)
a. Subseksi! Keknyvaan dan Inventarliusasl Desa/Kelurahan;

b, Subsekdl Keberslhan;
e, Subaeksi Sarana dan Prasarana Umum.

{2) Subseksi-Subseksl tersebut pada  ayal L masing-mnsing
dipimpin oleh seorang Kepala Sulizselsi, berada di  bawabh dan
bertanggung Jjawab kepada Kepala Seoks! Pelayanan Umum.

Paanl 5%

{1) Subseksi Kekayaan dan Inventarisas! Deaa/Helurahan mempunyai
tugas menylapkan lmhan penyusunar  pragram dan pembinaan
pelavanan di bidang kekavaan dan inventarisasi.

{2) Subseksi KRebersihan mempunyai tugas menviapkan bahan
penyusunan program dan pembinaan kelergihan, keindahan dan

pertamanan.,

{3, S“h "]
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(3) Subseksi Sarana dan Prasarana Umum sespunvyal tugas menyiapkan
bahan penyusunan program dan pemhbinaan sarana dan prasarana
pelayanan umum,

Pasal 53

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional adalah  sama dengan
ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional poln nrganisasi Pemerintah
Kecamatan Pola Minimal sebagaimana !fvrsebut pada Pasal 21 dan
Pasal 22.

. RAR 11
TATAKFRJI A
Pasnl 04
Dalam melaksanakan tugasnya, Camnt, Sekeetavis, parn Kepalas
Seksi, para Kepala Urusan, pavan Kepala Suliseksi dsn Kelompok
Jabatan Fungsional wajih menerapkan princip keosrdinasi, integrasi

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan musing-masing maupun antar
satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamitan sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisas] wajibh mengawasi hawahan
maging=masing dan bhila terjadl penviopangan  agar mengambi )
langkah=langkah yang diperlukan sesuni dengan peraturan vang
berlaku.

Pacgal AR
Setiap pimpinan satuan orgnnisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kecamantan bertanggung jawah memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-mosing dan memberikan
bimbingan dah petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan., =

Pcsal 57

Setiap »impinan satuan organisasi wajibd mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jjnwab kepndn atasan
masing-masing serta menvampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya.

BAR IIIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

-
L]

Pasal 58

(1) Perwakilan Kecamatan vang sidak dibentuk sobe lum
ditetapkannya Keputusan ini menjadi Kecamatan Pembantu.

(2) Kecamatan Pembantu tersebut pada nrat (1) dipimpin oleh
seorang Camat Pembantu vang berada o bawah dan bertandgung

Jawalh kepada Camat .



Pasal 59

(1) Organisasi Pemerintah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta terdapat jabatan Wakil Camat.

(2) Penentuan dan pembentukan Jjabatan Wakil Camat di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud ayaL {1)
ditetapkan sesuai dengan Kriteria, beban kerja dan anslisis
Jabatan.

{(3) Kriteria sebagaimana dimakaud ayat (2) diatur dan ditetapkan
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab dibidang Pendayvagunaan Aparatur Negara.

Pasal 60

Perubahan jumlah, pola dan Susunan Organisasi serta Tatakerja
Femerintah HKecamatan dan Kecamatan Pembantu sebagaimana yang
ditetapkan dalam Keputusan ini ditetapkan nleh Menteri Dalam
Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis darl
Menteri yang bertanggung Jjawab di bidang Pendavagunaan Aparatur
Negara.

BAB TV

KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 61
Dengan berlakunya Keputusan inl, maka EKeputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Ordanisasi
Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak bev aku. 3
Pasal 62

Keputusan ini mulali berlaku pada tanggal citetapkan.

Ditecapkan di Jakarta
nggal 26 Maret 1996

DALAM NEGERI

YOGIE

5.M



LAMPIRAN T : KEPUTLSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ;48 TAHUN 1994
TANGGAL : 26 MARET 1996

KRITERIA PENETAPAN POLA ORGAMISASI
PEMERINTAH KECAMA AN

Angka Kredit ditentukan 100 (seéfFatus) dengan perincian
sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk = 30 Skor
2. Luas Wilayah = 20 Skor
3.idum1ah Desa/Kelurahan =z 15 Skar
4. Jumleh Dana Bantuan —

5., O1ri1 Khusus

a, Wilayah Perbatasan = 2 Bkgr
L. Rawan Ketertiban = 2 GBhkaor
z. Rawan Bencana = 2 Skor
d. Perkotaan/Pedeazaan = 4 Skor
Perincian Angka Kredit
1, Jumlah Penduduk
50.000 jiwa = 1R Skor
50.000 s/d 150.000 Jiwa : 20 Skar
150.000 jiwa keatas = 30 :Bkeor
2. Luas Wilayah
¢ 5 KM = 7 Skor
B s/d 20 kmz = Y4 Skor
24 HmE keatas = 20 Skor
3. Jumlah Desa/Kelurahan
¢ 5 Desa/Kelurahan : & Shor
B s/d 10 Desa/Kelurahan = {10 Skor
Desa/Kelurahan keatas z 15 Skar

4. Dana Bantuan (DATI I + DATI 11

Rp 3: 0004000 ;- = 8 BRkor
Fp.3,000,000,- &/d Rp.5.000.0C00,- 16 SBhkor
Rp, 5.000.001 keatas - 25 Skor



5. Cirv Khusus

a4, Perkotaan/Pedesaan % 4 Skor
b. Wilayah Perbatasan = 2 Shor
c. Rawan Ketertiban = 2 Skor
d Rawan Bencana = 2 Skeor

III. Angka Kredit Pepnentuan Pola :

1. Jumlah Angka Kredit sampa’ dengan 75 Skor Pala Minimal,

i

Pola Maksimal.

2. Jumlah Angka Kredit lebih dary 75 Skor




LAMPIRAN 11 ¢ KEPIJTUSAN MENTERI DALAM NEGER
NOMOR « LR TAHUN 1404
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS? MIGAL 1 T MEAET

PEMERINTAH KECAMATAN
POLA MINIMAL

N e Sy S e e By Sy B e S B B e g B e R Gy Ry Sy

SEKHETARIAT

KELOMPOL
JABATAN FUNGSIONAL
1= |
URUSAN URJSAN !
PERENCANAAN LUMUM I

SEKSI

PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA/
KELURAHARMN
SUB SEKSI SUB SEKSI
< PEMERINTAHAN UMUM - SARANA, PRASARANA
DAN DESA/KELURAHAN DAN PELAYANAN UMUM
" SUB SEKSI SUB SEKS] !
- 4 PEREKONOMIAN,
KEPENDUDUKAN PRAODUKSI DAN
" F DISTRIBUS!
|
I | 1
SUB SEKSI | 5U8 SEKS! |
ACLaL wm™ M 11
M KETIN nAmAN DAN SOSIAL DAM LING- f
KETERTIBAN KUNGAN HIDUP

YOOGIE S.M.
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LAMPIRAN 11: : KEFUTUSAN MENTERI DALAM NEGEF
NOMOR * 48 TREUN 1936
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TANGGAL : 6 MARET 1996
PEMERINTAH KECAMATAN
POLA MAKSIMAL
CAMAT
' : | SEKRETARIAT F
— b= — e — |I i
. KELOMPOK [ i
1 JABATAN FUNGSIONAL e ———————
== TS — — - —— - =
Lk [ e, = _{ N el m
A - URUSAN URUSAN URUSAN
== da-fff—*" PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
R | L0 —— - L -
SEKSI 1| SEKSI | SF¥eT -1F QFKR?
| PEMBANGUNAN | Il
PEMERINT *1an nelENTHAMAN DAN [ | MASYARAKAT DESA/ KESEJAHTERAAN |  PELAYANAN UMUM
! ﬂ! KETERTIBAN [ KELURAHAN SOSTAL
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEXSI SUB SEKST
PEMERINTAHAN ; H PEREKONOMIAN, KEKAYAAN DAN
UMUM & DESA/ KETERTIBAN LMUM PRODUKS]1 DAN KESEJAMTERAAN INVENTARTSAS]
KELLIRAHAN DISTRIBUSI DESA/HELURAHAN
.
SUB SEXSI SUB SEKSI SUB SEXSI SUB SEKSI SUE SExSI
KEPENDUDUKAN POLTST PAMONG L INGKUNGAN BINA MENTAL DAN YEBFISTHAN
‘ PRAJA H1DUP SPIRITUAI
SUB SEKSI 3U8 SEXS!
SOSIAL POLITIK SARANA DAN
PRASAPANA  UMUM
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MENGINGAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [ JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 1998
TENTANG

ORGANTSAST DAN TATAKERJA PEMERINTAH FICAMATAN
DI JAWA TIMUR _

GUEERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

v &. bahwa sehubungan dikeluarkanva Heputusan Yent
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 192% tentang Pe
Organisasi dan Tatakerja Femerintah Kecamas

anrte momperhatikan keputusan Fenteri Dalam nege

5
Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997 o

1957 ‘tentaryg Penetapan Pola Organisdasi Pamerint

Kecamatan seluruh Indonesia, mika dipandang pa

margatur kemball Organisasi don Tiatakeria DPemerin-

tat Recamatan d4i Jawa Timur ; .

n, bahwa sehubungan dengan malsud tersebut pada
huruf @« konslideran Inl maka digandang parly diads-

kan parubahan. dan penyempurnaan Haeputusan Gub
e e o]

Kepala Daarah Tingkat I Jawa Timur
1994 tantanyg COrganisasi dan Tataker

=

Kecomatan dangan suatu Repu
Daerah Tingkat T Jawa Timur. .

13

Undang-=undang Homdr 'S5 Tahun 1974
Undang-ungang Noneor & Tahun 1973 ;.

¥

aoPEraturan FPemerintah Momor 8 Tahuan 13

L I T
o o Lo
3 3
L]
=
L
b
s
o

=]
. WKeputusan Menteri Dalam Megeri MNomor 4
Heputusan HMenteri Dalam Magoerdl MNonor 2

MEMPERHATIKAN: Surat Yenteri Dalam Yegeri tanggal 14 Maret 1997 lio

188,42/1014/83 tentaiy Penyampalor Xeputusan Ment
Dalam MNegeri Nomar 20 Tahun 12097 tantang Peneta
Pala Orgonisasi "Pemarintal FHacimatan salurul In
rnasla, .

MEMUTUS




MEMUTUSKAMN i :

MENRTAPTAN poo T wnAn OURERNUR KEPALA DAERAN TIHGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG CORCANISAST DAN TATAKERJA TEMERINTAN KECAMATAN
DT JAWA TIMUR. «

RADR 1
KETENTUAN UMUM

Pasnl 1 l

|
| S

! Ralam keputusan| ini' yang 2 {maksud dJngnn ! |
a, CGubarnur Huﬂnln Daarah, adalah éuheqnur Kapalal
Dasrah Tingkat I Jawa Timur ; ~
h. Kabupatan/Kotamadya, adalahk HKahupaten/Kotamadya
-Caerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur ; ~
. Bupati/Walikotamadya Kepala Daarak, adalah Bupati/
Walikctamadya Kepala Daerah Tingkat II &L Prepinsi
PDaerah Tingkat T Jawa Timur ;
d, Pemarintah Kecamatan, adalah Zamat beserta perany-
kat lainnya yang menyelennggarakan urusan pemerin-
tahan umum 41 Kecamatan. .

f1

BAR IT
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI -

Pasal 2

-
-

{1) Mamerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
yang barada dibawah dan hertanggung jawab kepada
Fupati/Walikotamadya Xepala Dasrah ; .

&

(2) Camat di Wilayah Kota Administratip, berada di-

‘bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ; «

(3) Camat di Wilayah kerja Pambantu Bupati/Walikota-
madya dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
koordinasi Pembantu Bupati/Walikotamadya. -

Pasal 3
Camat mempunyal tugas maninpin penyalenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
~ kamazyarakatan dalam wilayah Kecaoratan., -

Easal 1 .
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! ?asal: 4

Untuk many%langarak@n tugu% tgrsaﬁut P%da

Paaal 3, Camat mempunyai fungsi : »

a. Panyalenggaraan tugas-tugas pamarintahan umum dan
pemhbinaan kaagrarlaan serta politik dalam ﬂagari';
Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ; .

c. Pemsinaan pembangunan yang ma2liputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta pembi-
noan sosial ;

d. P"embinaan pelayanan umum ;

g, Panyusunan program, pembinaan administrasi, XKeta-
tausahaan dan rumah tangga. -

BARBRB III
ORGANIGSAGSI
Bagian Partama
Pela Organisasi

Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Kecamatan disusun berda-
sarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal ;

fr :?;ﬂ urunnlsasi sehagaimana tersabut pada avat (1)
ditentukan herdasarkan beban kerja Pemerintah
Kecamatan yang bersangkutan ; .,

{Eﬁ Beban kerja pada setiap Pemerintah HKecamatan
dinyatakan dangan angka kredit yang diukur barda-
gsarkan kriteria jumlah penduduk, luas Wilayah,
jumlah Desa/Kelurahan, jumlah dana bantuan dan
ciri khusus serta aspek pelayanan Kepada masyara-
kat. -

Pazal &

Ketantuan pa.stapan Pola Organisasi Pamarintah
Kecamatan asebagaimana Qimaksud dalam pasal 5 adalan
ashagai barikut : .

a. Pemerintah Kacamatan, dengan jumiah angka kredit
nampal dengan 75 merupakan orgonisasi Pola Mini-
mal ; '

bh. Pamariptah
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b, Pemerintah Kecamatan, danqﬁn juml&h angka Kredit 75

(1)

(

I

3

1)

sampal dengan 100 merupakan organiszasi Fola maksi-
mal, «

Pasal 7
&
Berdasarkan beban kerja sebagiimana tersebut dalanm
pasal 5 ditetapkan organisasi Pemerintabh Kecamatan
Pola Minimal dan Pola Maksimal di Jawa Timur ;

Penetapan pola organisasi Pererintah Kecamatan di

FJessn =imuy o)al Manteri Dolan Nuege-1i =eor=altah

mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaa

Aparatur Negara atas usul Gubzsrnur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur:;

Ferubahan atas penetapan pols organisasi dilakukan
cleh Menteri Dalam Negeri atas usulan SGubsraurs
Kepala PDaerah Tingkat I Jaua
perkembangan beban tugas. .

Bagian Kedusz
Busunen Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Minimal
Susunan Organisasi

Pazal 8

Susunan Organisasi Pemerintay Kecamatan Pola Mini-
mal terdiri dari : -

a. Camat ;

L. Sekrestariat ; "

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
e. Kelocmpok Jabatan Fungsional ;

Sekretariat dipimpin oleh fekretaris Kecamatan daw

masing-masing Seksl dipimpin oleh secrang Kepala
Seltsi vang ~rerada dibawah dan bertanggung Jjawab
kepada Camat.

sSekretarfiat
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(1) Seikretariat Kecamatafi mempunyai tugas mélaxuian

(1)

-

o |

" b. Urusan Umum ;

pembinaan a&miniatrnii dan memberikan pelayanan
‘teknis adm*niatratif ﬁapada galuruh satuan corgani-

sasi ¥ Pemerintah Katamgtaﬁ PR
: )
Uhtuk menyalanghar;kan tugaz tersebut pada
afat (1) pasal iﬁi,?ﬂakrata:iat Kecamatan memn
punyai fungsl - : {
ﬁ.?anyusunan fan:ana, pengendalian dan
' pengavnluasi Pﬂiakphnaannyﬂ 3
pengalalaan-ﬂrﬁnangkauangan h
5. palaksanaan tata u}aha umum, tata usata kepega-
: waian serta ta;a uaaha perlengkapan |
relaksanaan urﬂsan'rumah tangga ;
pelaksanaan tunaq-tugas lain yang diberikan
clsh Camat. . :

]

2
i

Pasalg 10
: '}

uﬂkl’l‘-‘tﬂriﬂt Kacamltar? terdiri dari
n. Urusan Farancanaaq

LA e

Urusan- ~yrusan dlmmkiud pada ayat (L) masing-masing
dipirp*n oleh sebrlﬂg Kepala Uruman yang berada

diha#nh dan bartangqﬁng jawab kepada Sakretaris.
't
¢ g
Pasal 11

-

o i

’ q
(1) Urusan Perancanadn mimpunfai tugus

a, Menghimpun ﬂaq mﬁ?gﬁliSlﬂ data ¢

b. Helakukan - aﬁalugal dalam rangka pengendalian
selaksanaan ptaqrgm dan anggaran ;

£, Menyusun lagafani penyelanggaraan pemarintakan
dan pembangunan Kicamatan ;

d. Melaksanakan gugaa tugas lain yang diberikan
oleh ekratar%s i

L

(2] Urusan



()

(1)

(2)

(1)

Urvaan Umum mampunyaiftugas
a. Melakukan urusan a@fat menyurat dan tugas-tugas
kearsipan ; . | f
h! Malakukan tata uaqpa kepegawalan dan kesejah-
| teraan pagawai ‘3
c. Mengelola kaunnqﬁh dan melakukan tata usaha

keuangan tafmaﬂhk Qﬁmbayaran gajl pegawai ; ,

-d. Malakukan tugaa tugns rumah tangga dan tata

usaha parlengkqpan i

a2, Malaksanakan tugai—tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris. .b

k

feksi Pamerintahan

b o
Pnsaﬂ 12

)
Saksi Pemerintahanimempunyai tugas melakukan
Nrusan pﬂerintuhln umum dan pemarintahan
Dasa/Kelurahan n&rta ketentrawan dan ketertiban g

A
Untuk manyuleniqafakan tugas tersebut pada
aynt (1), Seksi Pﬁmsiintahan mampunyai fungsi

a. Penyalenggaraan p#merintahan umum dan palaksa-

naan kcordinasi Iﬂa ansi-instansi di lingkungan
Pemerintah Rauama{an :
Pambinaan ﬂlhiﬂﬂd& ketentraman dan ketertiban

wilayah u&rt@ paLb*naan Satian Poclisi Pamong

s

Prajoa v i"

. Pambinaan dan- nuhuaﬂm‘nxarr sian kapendudulkan
dan catatan sipilt;

d. Panmbiinann pamﬁr!ntahan Dasa/Kalurakan

: * .
@. Palakzsanaan Eugnimtugas lain yang diberikan

slah Camat ;) - i -4

*

i

ana& 13

LA - 0

,t

aakai annrintuhhn ﬁhrdiri dari

a. Sub Sfaksi ?am}rintnhan Umum dan Desa/
Kalurahan ; : %
: *
fub sekai Rapind%ﬂuknn !

‘c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

b
]

¢ e @k
i Li ! abiyad

i
&
4
|

-k
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sub Seksi - Sub Seksi dimoksud pada ayat (1)
masing-masing dipimpin oleh seorang Repala Sub
Seksli yang herada dibawah dan besrtanggung jawalb

wepada Kepala Sdksi Pemerintahan,
Pasal el

fub Peksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan

m;mbnnyai LugHas

A, Mznyiapkan hahﬁn penyelenggaraan Pemarintahan
Umnuin dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

. Manyiapkan hahan untulk dan pemhlnaan sgsial
politik, Xkesatuan bangsa, idislogi Negara dan
urusan pamaliﬁan umum saerta penyelenggaraan
koordinasi ; ;

¢, Menyiapkan bahan pembinaan organisasi kemo-
syarakatan dan  lembaga kemamyarakatan lainnya ;

d, Menyiapkan bahan pembinaan pertanahan Xa-
agrariaan ; ;

&, Melaikukan pambinaqn administrasi Desa searts
Bimbingan, petunjuk dan pengawsasan palaksanaan
pemilihan Kepaia Desa ;

Hh

v Melaksanaltan fugas-tugas lailn vang diberikan

oluh Kopala Beksi Pemerintalian ;

Bub Bakai Kapanduéukan mempunyal tugas

a, Heayiapkan hqhan_ penyelenggaraan pembinaan
kependudukan dan catatan i;i ;

. Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu

kaluarga, surat jalan atau surat kestervangan

. Malakukan pengunpulan dgta dalam rangka
administrasi pplakaanaan transmigrasi :

d. Mrnlakukan admrniatrnai perpindahan dan pertam-
bahan pendudul. serta mamelibhara data pendudul

g, Mrelaksanakan tugnﬁ—tqus lain yang dibherikan
ctleh ¥Xepala "Sakzl Pemerintahan Umum das

Pheeoe A0 Luy abony

Sub feksi Xebventraman dan Ketervtiban mempunyal
tigas : )
a, Manyiapkan bahan pembilnaan ketertiban umum dan

ketantraman
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L)

B, Manyiapkan bahan pembinaan Satuan Polizi Pameng
Praja ; ; | i

c. Melakukan .penartiban dalam rangka pensgakan
Peraturan Dahrqh serta ketentuan dan peraturan
perundangan laipnya ;

d. Hnlakukanapnnhan&nan wilayah dalam rangka
nancegah timbulnya gangguan ketertiban, terma-
guk Kantoridan ' rumah jabatan Camat ;

e. Hnlaksanaﬁan tugas-tugas lain yang diberlikan
olen Kepalad Seksi Pemerintahan. ,

Saksi Pembangunan Masyarakat Dssa/lelurahan

qual 15

Seksl Pembangunan Masyarakat Daesa/Kelurahan

memypinyal tugas melakukan perencanaan dan pelaksa-

naan pembangunan fisik, pelayanan umum, par-
ekoromian, :produksi dan distribusi serta
kepojahteraan, sosial ; |

Untuk man?ninnngarnknn tugas tersebut pada

ayat (1), Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/

Kelurahan mempunyal fungsi :

a. Panyusunan program dan pembinaan Jembangunen
sarana dan: prasarana ;

b. Pembinaan pelayanan umum ;

c. Penyusunan’ program dan pembinaan dalam rangha
meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi
dan distribusi ;

d. Penyusunan’ prnﬁrum dan pembinaan kesejahteraan
sosial ; 5

@. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan
hidup scrta kebersihan F

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dJdiberikan
cleh Camat. «

ragal 16

Seks!i Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurakan ter-

diri dari :

&. Sub Seksi Sarana, Prasarans dan Pslayanan
Urum ; 1 : .



(1)

b, Sub Seksi Pereskonomian, Produkasi dh” Dis
vl 1
busi ; ,
| . e . i ]
fub Seksl Kesejahtersan Bosial dan Lingkungan

L&}

Hidup ;

Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-
masing dipimpin:cleh ggorang Kepala Sub Seksi vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ke-ala
Seksi Pambangunpn Masyarakat Desa/Kelurahan.

‘Pasal 17

Sub Seksi Earnﬁa, Prasarana dan Pelayanan Umﬁm

mempunyal tugaa{:

a, HMenylapkan hahan penyusunan program dan pembi-
naan pembangunan sarana, prasarana Desa/
KRelurahan sirta pembangunen sarana prasarana
pada umumnya ;

b, Malakukan pembinaan dan melaksanakan kagiatan
pembangunan sistem Unit Daerah Xerja Pem-
bangunan ; :

c. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum secla
penyusunan mekanisme pelayanan perizinan ;

d, Menyelenggarakan tata usaha perizinan ;

&, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksil Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan ;

aub Sekal Perekononian, Produksl dan Distribusi,

mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahkan penyusunan program Gan pembi-
naan perekonomian, produksi daf distribusi
hasil prudukai

b. Menyiapkan hahln kegiatan panyuluhan!pambinaan
pangambangan kepariwisataan dan pertambangan ;

c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lerbaga
perekonomian desa, program Bimas/Inmar dan
melakukan pendataan industri kecil dan ke-
rajinan serta usaha gotong royong ;

d. Helakukan evaluasi pelaksanaan kegiatar per-
ekenomian, produksi dan distribusi ‘lasil
produkisl ;

2, Melakgapakan .



]

Mmem

—
-

bantu Camat dalam melaksanakan tugas

i L] »
|
R
'] \ s |
a. Malaksanakan thgas tugas yang diberikan oclsh
ala Sub mel.i Pembangunan Ha:y::;nﬁL
Desnfﬁcluraha: ;
Sub Seksl FKegejahteraan Sosial dan "Lingkungan

Hidup mempunyal tugas

(4]

fenyiapkan bahan untuk penyusunan program darn
melakukan pembinaan sosial, bantuan soainl dan

palayanan sesial ;

(5"

b, Menyiapkan bahan untuk panyusunan prograr an
melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat, keluarga beresncana, gizi

masyarakat ‘dan pemberantasan penyakit menular

1

Menyiapkan’ bahan untuk genyusunan program

mbinaan, pendidikan, kepemudaan, clahraga ;

[

4. Henyiapkan Bahan penyusunan program dan pembi-

naan pelestarian lingkungan Lidup, penghijauan
dan upaya peningkatan peran serta masyarakat
dalam kebergihan
8. Manyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan
atau penvYaluran bantuan scsial, termasuk
santuan bancana alam ;
Melaksanakan tuyas-tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat

Bﬂaafﬁelurahhn.

Kalcompok Jabatan Fungsional

L

; Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyail tugasa,

an fungainva,

o)

‘Pasal 19

Kalompok Jabatan fungsional sebagaimana dJdimaksud
dalam pasal 18 Keputusan ini, terdiri dari sejum-
lah tenaga dalam jenjang Jjabatan fungsional vang
terbagi dalam ‘berbagai kelompok wsesual de! 7an
bidang keahllianya ;

&




(2) Saetiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh seorahg tenaga fungsional gsenior
yang ditunjuﬁ uinh camat, dan bertanggung jawab
kepada Camat ; :

(3) Jumlah jabatln;fun111una1 terssbut ditentukan
herdasarkan knbu&uhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional terasbut pada
ayat (1) diatur:jusuli dengan peraturan perundang-
undangan yang hi&laku.

;

ﬂ#qian Kotiga

fusunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pdla Maksimal
Susunan Organisasi

.
;Paall 20
q

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Psla
Maksimal t-rdiri dari :

a. Camat ; ;

b, Sekretariat 3 .

c. Seksi anariﬁtahan 3

_ d. Seksi KetentPfaman dan Ketertiban ;
e. Seksi Pemban§unan Masyarakat Desa/Kelurakan ;

f. Seksi Kaanjihturlan Sosial ;
g. Seksi Pelayahan Umum ;
h. Kelompok Jaﬁ?tan Fungsional ;
)
‘{2) Sakretariat diﬁimpin oleh Sekretaris dan masing-
masing Seksi dipimpin oleh secrang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Camat. . i .
b
:
sBekretariat
f Pasal 21

t
(1) Sekretariat mémpun?ai tugas melakukan pembinaan
administrasi aan memberikan pelayanan teknis
administratif 'kepada seluruh satuan organisasli
Pemerintah Kecamatan ; _
’ + {21 UntulX .

&
b
pat



- 2

E?J'Untuk mnnyqldnqgarakan tugas fersebut pada ayat

(1) Sekretariat imnpunyai fungsi :

'a, Panyusunan perencanaan, pengendaliarn ‘dan
panyiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksa-
naannya ; ; v
:h' Fangelolaan urusan keuangan ;
¢, PMelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepega-
_ waian dan tntl usaha parLangkapan ] :

4. Palaksanaan urusan rumah tangga ;

a. PnJaknannaﬁ Lugas tuuas laﬂn yéng ﬁlharzkan
'\, oleh camat.| .! S | '* I a8
't 5 ] 3 b1 l ' : L

. ‘ )

I ]
' Pasal 22 |

(1) Bekretariat tirﬁiri dari :
+-.a. Urusan Perencapnaan ;
+ b. Urusan Keuangan ;
¢. Urusan Umum ;i*
(E]-ﬂrunan-urusan diﬁlklud pada ayat (1) masing-masing
u;ﬂjpimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada
dihawsh dan bartinqgung jawab kepada Sekretaris. .

?lsni 23

(1} Urusan Purancanufﬂ mempunyal tugas :
a. Menghimpun dan menganalisis data serta menyusun
- program dan p;rnncnnnnn 4
" b. Melakukan uv{iuali dalam rangka pengendalian
: pelaksanaan program dan anggaran ;
. Menyusun laporan penyelenggiraan pemerintahan
dan pnmhangunin Kecamatan ; .
d. Melsksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
oluh Gukretaris ; -
o 5F :
(2) Urusan Keuangan mumpun?:i tugas :
a. Mengelola daq malakukan tata usaha keuangan
© dalam penyelonggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
:ﬁ. Melakukan tati ucaha dan malakukan pambayaran
 } gajil pegawali ;
&. Mengslola keuangan perjalanan dinas serta hak-
* hak %euungan pegawai lainnya ; ~
i d. Menvusun

L
v

A =



)

v.}'

(2)

(1)

(2)

e g

L. i %
i
d, Menyusun lhparin pa:tanggung jawaban keuangan;
e. Halaksanaﬁan tugag-tugas lain yang diberikgn
oleh Sequtarii -

e R A

5 o gl

Urusan Umun mempunyaiitugas

é. Halakukan*uruaﬁn s*rat manyurat dan tugas-tugas
kesarsipan” ki é

b. Melakukan tnta usaha kepsgawaian serta kesajah-
teraan pagawui:, 5

¢. Melakukan: tata uué’la dan pemeliharaan perleng-
kapan ; Y ' ¢,

d.rhlakukan tuggs -fugas rumah tangga dan ka—
prntnknlaﬁ ; ’

e. Halaksanqkan tugiﬁ ~-tugas 1ain yang dlberikan
oleh Sekrétaris.

i

%dksf Pemerintahan
T i E

aﬂaly

Pasaf_ 24
A FRE

Saksi Panarintahanlmampunyal tugas melakukan
urusan pamurintah umum, Pemerintahan Desa/
Kelurahan dan admifistrasi kependudukan serta
Ipambipaan pd}itii dﬁzam negeri ;

) *

‘Untuk man?ﬁlaﬁﬁga&akan tugas tersebut pada
ayat (1) Seksi quer}ntahan mempunyai fungsi
a. Pan}uauﬁin p}og m dan melakukan pembinaan

;anyalanﬁgarnan emerintahan umum dan pemerin-
tahan Da#a?Kalur han § . '

L. Panyusunan pgogr dan pembin&an administrasi
kapandudgkan pan 'atatan sipil ;

n‘Penyusunan program dan pembinaan kegiatan
sosial Fﬂlitik %dacluqi negara dan kesatuan
hangsa ,} 4 f

)

d, Penyusunan praggam dan pambinaan dibidang- -

partarahan!kangrdriaan ;
0, Pnluhuuﬁuqu tuqinwhuuuu lain yunyg diberikan
oleh Camat. '

‘F'-u‘-':*:_'r#'-"." PR - F R A D

Pasal 28 .



| Paﬁ%l 25

(1) Seksi Pamarintahan €ardir1 dari :

a.

b,
Sy

Sub Bakai anariﬁtnhnn Umum dan Daaa!Kelurahan,
Sub Seksi Kepandudukan ;
Sub uakaiisogiaL?PnlitiL 5

4
-

(2) Sub Seksi = Sub Seksi dimaksud pada ayat (1)
masing-masing dipifpin oleh ssorang Kepala Sub
Beksi yang baraﬂa'ﬁihawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sgksii?amarintahan. .

(1) 8

manpunyai tugas
a.

-_JPasﬁl 26

Seksi Pﬁmérinﬁahan Umum dan Desa/Kelurahan
¥

Menyiaphkan bahan untulk penyusunan program dan
pembinaan panralﬁnggaraan Pemerintahan Umum dan
Pumor Intuhan Desa/Kelurahan ;

Halakukkn p@mhiﬁaan bidang administraszs. Tesa
serta bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelak-
sanaan pamiiihaﬁfﬂapala Desz ;

. Menyiapkan pencalonan, pengzngkatan dan pember-

hentian’ Hapala b&sa!Lurah lan pejabat-pejabat
lain 4di lingkqhgan Pamerintahan Desa/Kelu~-
rahan ,f.

. Menyiapkan: hahan pembinaan dan malakuha“

pelayanan btﬂang-partanahan / heagrariaan ;

. Helaksanakan tugaa tugas lain yang diberikan

plah Kapala Sekai Pamarlntahan T
d

#

{2) 8ub Seksi kapanﬁuddﬁan mempunyali tugas, ;
a. Menylapkan hahan penyusunan program dan penye-

b,

c.

d.

len qaraan pambinaan kependudukan dan catatan

Bipil ) ;

Halakukan pilayanan kartu penduduk, kartu ke-

luarga, 3urat jalan atau surat Leteranqan

lainya é 1

Melakukan pan#umpulan data dalam rangka

administrasi pafaksanaan transmigrasi ;

Malakuﬁhn aﬁministraai parpindahan dan pertam=-

bahan ppﬁduduk éarta memelihara data penduduk ; -
3 8. Melaksanakan

5

LI e e R



o)

(3)
a, Hanriapkin'bdhan penyusunan program dan pembi-

(1)

(2)

(1)

1o 18

@, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Hapilg Seksi Pemerintshan ;
Sub Seksi Sosial Politik mempunyai tugas ;

naan pﬂiitik dalam negeri, ideologi negara
serta kesatuan bangsa ;

b. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi sosial
politik. , organisasi kemasyarakatan serta
lemabaga 'kemasyarakatan lainrya ;

.c. Menyiapkan data, melakukan evaluasi dan pala-

poran pdrkembangan sosial politik, ideologi
negara dﬂn kefatuan bangsa ;

d. Hanyiapk}n h;han pembinaan dan melakukan ke-
giatan ddlam penyelenggaraan pemilihan umum ;

0. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

sleh Kepdla Seksi Pemerintahan. L
feksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 27

Sakai Ketenframan dan Ketertiban mempunyai tugas

‘melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
wilayah serta pembinaan polisi pamong praja ;

-

4 :
Untuk nangﬁluﬂgglrakln tugas tersebut pada

ayat (1) Sdksi Ketentraman dan Ketertiban mem-
punyai funnﬁi,:

a. ?anrusunin program dan pembinaan ketertiban
wilayah j

b. Panyusun*n program dan pembinaan lFarangknt

Vilayah ;,
" g 5 . .
¢. Panyusunan prnqram_dan pambinaan pollisi pamong
praja; \

if . Palaksnnénn tuges-tugas lain yang dibarikah

oleh Camat. . *

Pusal 28
fakai Ketentraman dan Ketortiban terdiri dari ;
a. Sub Sekal: Keteriban umum ;

L. fub Seksi Polisi Pamong Praja ;

{2) fub .
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(2 },lub Ekﬂi“u“h Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-
masing diplmpin oleh seorang Kepzla Sub Seksi yang
ﬁaradu dibawah 'dan bertanggung jawab kapada Kepala
peksl katent;aman dan Ketertiban yang selanjutnya
pisnhut Mantfi Polisi Pamong Praja.

1

-

Pasal 29

i,

- A g

{1} %uh eksi Hi;lrtibau Umum, mempunyai tugas :

. 'B. Hanyiaplﬁan bahan penyusunan program dan
ij sambinaad ketertiban umum/ketertiban wilayah ;
'?b. Wangumpuikan data melakukan evaluasi serta
- E manyuaun-lapgran keajadian dan Xeadaan yang

-k mﬂﬂYiﬂqkqt ketertiban umum ; 5

,c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan

! instanaifklcamatln lain dalam penanganan perma-

" salahan} yang terksit dengan ketertiban
. umum/wilfyah ;

4. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian
: dalam rapnka tertib perizinan ;
<4 @, Melaksarakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; ~

. ¥
- .

tiy Sub Seksi Pulini Pamong Praja :

Qg a. M-n?iaphln bahan untuk penyusunan program Kerja
- dan pembinaan aparat ketertiban dan atau polisi
%t pamong #rlja};

:; h. Hnlakuk?n kegiatan penertiban dalam rangka
s i penegakgn Peraturan Daerah serta ketentuan dan
paraturdn pq}undnngan lainya ;
- Halakukﬁn pétrnli wilayah dalam rangka mencegah
timbulnya gangguan ketertiban ; .
¢ 4, H-llkukin pengamanan Kantor dan rumah jabatan
i Camat ;{ - U o
e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh
Kapala}nkui Ketenatraman dan Ketertiban;
‘
., Heksl Pamhiﬁpunaa Masyarakat Desa/Kelurahan
Lt g Pasal 30

{i] Bakasi Pan?unuunan Masyarakat Desa/Kelurahan,mam-
f‘ punyail tugas melakukan pambinaan pembangunan
| dibidang élrikanumihn Desa/Kelurahan, produksi dan
i distrihul; serta pembinaan lingkungan hidup ;

B ; {2) Untuk -

.
1



w!

(1)

(1)

| . f : g
Untuk menyelanggarakan tugas tersebut pada

ayat (1) BReksi Pimhnnuuﬁan Masyarakat Desa/

Kelurahan mempunyai fungsi : ' ]

a. Panyusunan program dan pembinaan pembangunan
parskonomian masyarakat Desa/Kslurahan ;

b, Paryusunan prngram dan pembinaan dibidang
produksi dan dizjrihuni hasil produksi ;

c. Penyusunan prudran dan pembinaan lingkungan
hidup ; :

@, Panyusunan prni%am dan pembinaan dalam upaya
meningkatkan peran serta masyarakat dalam
penghijauan diﬁfp#ngandalian pencemaran ling-
kungan ; f : :

@, Palaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
¢ leh Camat.

Féaal 31

fakal Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ter-
diri dari : :

a. Sub Seksl Perekonomian, produksi dan distri-
busi : .
b. 8fub Sekai Lingkungan Hidup ;
3

Sub Seksi-Sub Elisi dimaksud pada ayat (1) maiinﬁ-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang
berada dibawah dan bartanggung jawab kepada llepala

feksi Fembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

i

Pasal 32

Sub Beksl Perekonomian, produkai dan distribusi

mempunyai tugas,: g

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembi-
naan perekonomian Desa/Kelurahan ;

. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat ;

c. Menylapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunan,
parikanan dan pertanian ; -

d.. Melakukan



] ?
4 S8t

Halahukaﬁ pimhina&n dalam rangka meningkatkan
usuha gctanq royeng ;

. Menyiapkan bahan penyusunan program dan #amhl-

naan untuk meningkatkan kelancaran distribusi '
hasil produksi

. Melaksanakan tugas-tugas yang dibérikan nleh

“epala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/
Kelurahan.

(2) Sub Seksi Lingkungan Hidup menpunyal tugas :

(1)

& .

Menylaplkan (bahan penyusunan program dan pembi-
naan pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup ;

b. Hanriapkanwbahnn penyusunan program dan pembi-

naan dalam pslaksanaan penghijauan lingkungan ;

. Melakukan pembinaan serta upaya peningkatan

peran serta masyarakat dalam penghijauan dan
pencegahan pencemaran lingkungan ;

. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan

cleh Ktpaia Seksi Pembtangunan Masyarakat
Danafnnlurihan. .

sakaizlasujuhtaraan Sosial .
t

Pasal 33

L4

feksi Keasejahteraan Sosial, mempunyai .ugas
mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksa-
nakan pembinaan kesejahteraan sosial ; .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
ayat (1) Seksi HKesejahteraan Eosial mempunyai
fungsi :

a.

d.

Penyusunan program dan pembinaan sosial,
bantuan dan pelayanan soszaial.;

. Penyusunan program dan pembinaan dibidang

kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah
raga ;

. Penyusunan program dan pembinaan ﬁibidanq

kahidu;ap keagamaan, pendidikan dan kebu-
dayaan ;

Penyusunan program dan pambinaa1 dibidang
kesehatan masyarakat dan keluarga berencana ; -

'8, Melaksapakan .



(1)

(2)

(1)

(1)
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e. Helak:ana}an'tuﬁas-tugas lain yang dibnrikan
oleh cahaq. .
£
! pasal 34 ' i
i
Seksi Kllljll‘klflan Sosial terdiri dari :
a. Sub Seksi : esajahteraan ;
b. Sub Beksi Bina Mental dan Spiritual ;

Sub Eukni-Suﬁ Seksi dimaksud pada ayat (1) masing-
masing dipimﬁin oleh secrang Kepala Sub Seksi yang
barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Husnjiﬂknrnan Sosial. *

b

# Pasal 35

Sub Seksi kaﬁpilhtarlun, memgunyai tugas :

a. Hnnyinpkané bahan untuk penyusunan program dan
pembinaan, bantuan sosial dan pelayanan
sosial ; i

b. Menyiapkani bahan penyusunan program dan pembi-
naan kup’du pomuda, olahruga dan puranan
wanita ; a ° .

©. Menylapkanf bahan rekomendasi dalam ‘permintaan
atau penfaluran bantuén scsial, termasuk
bantuan bi?cunn alam ;

d. H-nghimpqn data dan melakukan tata usaha
bantuan s®sial atau bantuan untuk kegiatan
kepemudaan, peranan wanita dan clahraga ;

a. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan olah
Kepala Sub Beksl Pembangunan Masyarakat
Dasafﬁulurihan. v ‘ "

~ Pasal 36

' |

sub Seksi Bima Mental dan Spiritual, mempunyai ..
tugas :

a. Menylapkan  bahan untuk penyusunan program dan

melakukani pembinaan peningkatan kehidupan

-

beragama ;%,

b. Menviapkan -



Ta

(1)

(2)

(1)

- 20 =1

b. Menyiapkan hahaﬁ untuk penyusunan program dan
malakukan paﬁbihaan dalam upaya peningkatan
kazashatan maayarkkat, keluarga bersncana, ini
masyarakat dan pemberantasan peryakit menular ;

¢. Manyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan
kessnian daerah dan kebudayaan ;

d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. ,

Eekai Fiilranan Umum -~
Pasal 237

flekai Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan
urusan pelayanan umum yang meliputi kelayaan dan
inventarisasi Desa/Kelurahan, Xebersihan serta
sarana dan prasarana umum ;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

ayat (1) SBeksi Pelayanan umum mampunyai fungsi :

aA. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembi-
naan pelayanan kekayaan dan inventarisasi
Desa/Kelurahan ;

b. Penyusunan prqﬁram dan penyalenggaraan pembi-
naan pelayanan kebersihan, keindahan, per-
tamanan dan -lhitg-i lingkungan ;

¢. Penyusunan prégram dan penyalenggaraan pembi-
naan sarana dan prasarana fisik pelayanan
umum ; '

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
cleh Camat, , °

» L

f
ﬁaaal e

fleksi Pelayanan umum terdiri dari :

a. Bub feksi H;kﬂfaﬂﬁ dan Inventarisasi De-a/
Kelurahan ; :

k. Sub Baksi Kebersihan ;

r. Rub Reksi Bléana dan Prasarana Umum ;



(2)

(1)

(3)

1

sub Seksi - Bub Seksi dimaksud, pada ayat [l,
masing-masing ﬂiplmpin olah searanq hepala qub

Seksi yang berada dihawah dan bartanugung jnhab=

kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum. .,
Pasal 29

Sub Seksl Kekayaan dan Inventarisasi Desa/

Kelurahan mempunyail tugas :

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
pesmbinaan pelayanan dibidang kekayaan dan
irventarisasi Desa/Kelurahan ;

b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan
penyusunan inv;ntarisasi jumlah, kondisi dan
kekayaan Desa/Kelurahan ;

¢. Malakukan pambinaan, bimbingan, petunjuk dan
pengawasan pengeloclaan kekayaan Dsesa/
Kzlurahan ;

d. Malaksanakan tugas-tugas lain yanyg diberikan
olah Kepala Seksi Pelayanan Umum ; .

Sul Seksi Kebersihan mempunyal tugas ;

a. Manyiapkan bahan penyusunan program dan pemb:-
raan kebersihan serta keindahan lingkungan ;

h. HWenyiapkan bahan penyusunan program dan pembi-

naan dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan

pertamanan ;

Melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka

peningkatan peran serta masyarakat dalam men-

ciptakan Kebersihan dan keindahan di lingkungan
pemukiman ;

d, Melakukan penyuluhan dam bimbingan kepada
masyarakat dalam rangka membudayakan hidup
barsih ; )

e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum ; .

Sub Seksi Barana dan Prasarana Umum mampunyai

tugasa

a, Menyiapkan bahan penyusunan program dan psmbi-
naan sarana dan prasarana pelayanan umum ;

L]
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b. Hanvusuﬁ program dan pembinaan pamhanguﬁan
sarana dan praanrana pelayanan umum
Desa/Kelurahan ;

¢, Menyiapkan bahan penyusunan program dJan pambi-
naan pemugaran lingkungan dan perumahan ;

d, Mealakukan pembinaan dalam pembangunan dan
pemeliharaan sanitasi lingkungan, tempat pem-
buangan sampah 3amnnta4a {TPE}‘dan marana
kaharaihan llinnya ]

. @ Hulaksahahnn ;ugas-tugaa 1ainL3atg di*erikP
i

‘oleh Rapala BILEL Pulﬂranan Uﬂu ; :

Kalampok Jabatan Pungsional
Pasal 40

Ketentuan Kelompok Jabatan fungsional adalah
sama dengan katan&uan Kelompok Jabatan Fungsional pada
Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagai-
mara diatur dalam pasal 18 dan pasal 19. .

BAB 1V
TATA KERJA

F

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris
dan para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub
Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerap-
kan prinsip Racrdinnai integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkunqln masing-masing maupun antar
satuan organisasi dalam Pemerintah:- Kecamatan sesuai
dengan tugas pokok masing-masing. .

.

Pasal 42

(1) Setiap pimpinan uvatuan organisasi wajid monvawasi
bawahan masing-masing bila terjadi penyimrangan
agar mengambil langkah-langkah yang diper’ukan
sesual dengan.perundangan yang berlaku ;

P . 42} "atiap .
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(2) Setiap plmpinan satuan crganisasi dalam lingkungan
Pemarintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
mamberikan bimbingan dan petunjuk bagi galaksénuan
tugas bawihan :'.

{3) Setiap satuan pimpinan organisasl wajib mongikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawah kepada atasan masing-masing serta menyampai-
kan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pazal 43

Dengan berlakunya Keputusan inl, Keputusan
Gubarnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29
Marat 1994 Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Kecamatan d4i Jawa Timur dicabut
dan dipyatakan tidak berlaku lagi. .

Pasal 44

(1} Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebalum

ditetapkan Keputusan ini menjadl Xecamatan Pemban-
tu ;

(2) Kecamatan P-mban;u dipimpin oleh seorang Camet
Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung Jjaw.’
kapada Camat. .

.

Pasal 45

Ragan susunan organisasi Pemerintah HXecamatan
Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatzn Pola Maksimal
sabagaimana tercoantum dalam Lemplran angka 1 dan
angka 1I Xeputusan ini.
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Pasal 46

Nama, lokasi dan jumlah ?ama;intah Kecamatan
Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal
sebagaimana torcantum dalam Lampiran Angka I1I Keputus

an ini.

BAB VI
KETENTUAN PRNUTUP

Pasal 47

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-

kan ;

(2) Keutusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,

Ditetapkan di : Buraburﬁ
Pada Tanggal : 24 Maret 1998

DIUMUMKAN DALAM LEMPANAN DAFPAL
PROINSE DAENAL TILULAT LIAWA TiMUR

TCL L25-5-/998 wo. /7 ID.3 | 1.

e}
. BASOFI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yeh.

1. Bdr,
2. sdr.
v Edr,
4. Sdr.
5. Bar.
6, Bdr.
7. 8d4r.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

Ketua UPRD Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Tinur di Surabaya.

Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di
Surabaya.

Kepala Kantor Pombangunan Masyarakat
Nosa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat IT di Jawa Timur.

Kepala Biro di lingkungan, Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya.

SOEDIRMAN

-



Eﬁd“gmﬁﬂgmﬁuﬁnﬁ?
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! PEMERINTAH . TINGKAT | JAWA TIMUR

KECAMATAN POLA MINIMAL _ CAMAT = 5 TANGGAL: 24 MARET 1998
NOMOR : 19 TAHUN 1998

SEXRETARIAT
|
URL:SAN URLISAN
PERENCANAAN URiLIM
JARATAN SEXS!
FPEMEANGLINAN
FUNGSIONAL PEMERINTAHAN MASYARAKAT
[RSSAKELURAHAN]
w0 5o =8 w5
POMETE e A e
Ju—r e b
R LT
PEPERCLOLIAN FOOUIC [
o TR
-
2=
ETINTRAA
RETEATEAN

D UMUMKAN DALAM LEMPARZN DAEPAH
PROP:NS] DAEKAH TENGLAT 1 JAWA THMUR




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINT.. ,

TINGKAT | JAWA TIMUR
TANGGAL : 24 MARET 1998

KECAMATAN POLA MAKSIMAL CAMAT
NOMOR - 19 TAHUN 1998
SEFRETARIAT
URUCAN URVSAN
PERENCA o’ st e
FELOMPOK A3 A SEKS] SEKS] £EKT
JABATAN SEXS| PEMBANGLMAN KESEJAHTERAAN PELAYANAN
FLNGSION PEMERINTAHAN WE'WB"M MASYARAKAT SOSIAL UL
- DESA/KELURAHAN
S =8 Sem SO 55N
PEMETOITA N LA S8 STRS o] RERATAN (it
FETERTEAN Uil PRODLMFE Dai WESE IHTERAN
st e "
SRS ST .
S8 SERe
SO PO

DIUMUMKAN DAL
PROP.NSI DAERAH TENGEAT | JAWA T30l

6L 25 3-/958 Wo. /9 [D.3 |

TRMTARAN PARTAT

-

LAMPIF "4 Il :KEPUTUSAN GUZZRNUR KEPALA DAERAH



-

Lampiran 11t '+ Keputusan Gubernur Kepala Dacrah
|

DATFTAR RINCIAN ORGANISASI
l’h‘t’lERI\'IMl KECAMATAN DI JAWA TIMUR

=====m-#m———‘—m

Tinglat T Jawa Thmur
Tanggal - : 24 Marel 1958
Nomor : 19 Tahun 1998

NO. | KABUPATEN/KOTAMADYA POLA ORGANISASI
MINIMAL MAKSIMAL
1 2 g 3 4
[ KOTAMADYA SURABAYA | | Kec. Karang Pilang 1 | Kec. Sawghan
' 2 | Kec. Dukuh Pakis 2 | Kec. Wonokromo
3 | Kec. Wiyung 3 | Kec. Tambak Saz
4 | Kec. Wonocolo 4 | Kee. Gubeng
$ | Kee. Gayungan 5 | Kee. Rungkut
6 | Kee. Jambangan 6 | Kee Sukolilo
7 | Kec. Gunung Anyar 7| Kee, Mulyorejo
8 | Kee. Tenggilis Mejoyo B | Kec, Pabean Cantian
9 | Kec. Asem rowo 9 | Kec. Semampir
10 | Kee. Sukomanungga! 10 | Kec. Krembangan
11 | Kec. Genteng 11 | Kec. Kenjeran
12 | Kee. Tegal Sari 12 | Kec. Tandes
13 | Kec. Bubutan 13 | Kec, Benowo
14 | Kee. Simo Kerto 14 | Keov. Lakarsantei
1 KOTAMADYA MALANG 1 | Kee. Blimbing
2 | Kee. Lowokwaru
3 | Kec, Kedungkandang
4 | Kec. Sukun
5 | Kec. Klojen
I | KOTAMADYA KEDIRI © 1 | Kee.Kediri -
2 | Kee. Mojoroto
= 3 | Kec. Pesantren
IV | KOTAMADYA MOIOKERTO 1 | Kec. Magersari
2 | Kec. Prajurit Kulon
V | KOTAMDYA PROBOLINGGO 1 | Kec. Mayangan '
2 | Kec. Kademangan
3 | Kec. Wonoasih
VI | KOTAMADYA MACIUN 1 | Kec. Kartaharjo
2 | Kec. Taman
3 | Kec. Mangunharjo
vl | KOTAMADYA PASURUAN 1 | Kve. Gadingrejo
2 | Keo Purworejo
3 | Kec. Bugul Kidul
VIl | KOTAMADLYA BLITAR | | Kec. Sanan Wetan
2 | Kec. Kepanjen Kidul
3 | Kec. Sukorgjo
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KABUPATEN BANGKALAN
|
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li
Kee. Ealﬁgkﬂlan
Kec. Kamal
Kec. Socah
Kec. Bumneh
Kec, Arosbaya
Kec. Klampis
Kec. Sepulu
Ke¢. Kokop
Kee. Tanjung Bumi
Kec. Kwanyar
kec. Labang
Kec. Tragah
Kec. Blega
Kec. Modung
Kec. Konang
Kec. Geger
Kee Tansh Mergh
Kec. Galis

KABUPATEN SAMPANG

ok
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Kec. Torjun

Kee, Jrengik

Kec. Sreseh

Kec, Tambelangan
Kec. Omben

Kee. Ketapang
Kec, Banyuates
Kec. Sampang
Kec. Camplong
Kec, Kedungdunp
Kec. Robatal
Kec. Sokobanah

KABUPATEN SUMENEP
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13
19
20
21

Kec, Kalianget
Kee. Talango
Kec, Manding
Kec. Bluto

Kee. Giligeting
Kec. Saronggi
Kee. Guluk-Guluk
Kec. Ganding
Kec. Pragaan

Kec, Amburnien
Kec. Pasongsonpun
Kec. Rubaru

Kee, Dasuk

Eee, Batang-batang
Elee, Batu Putil
fee, Gapura

Kee, Dungkek
Kec, Sumenep
Kee, Cayam

Kee. Nonggunony
Kec. Ra'as
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24

Kec. Masalembu
Kec. Sapeken
Kec. Lenteng
Kee. Arjasa

KABUPATEN PAMEKASAN
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Kee, Tlanakan
Kec, Galis

Kec. Larangan
Kee. Kadur
Kec. Pakong
Kee. Waru

Kec, Pasean
Kec. Pamekasan
Kee. Proppo
Kee. Pedemawu
Kee, Pegantenan
Kee. Palenggaan

Kec, Batu Marmar

X

KABUPATEN TUBAN
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Kec. Tuban

Kee, Semanding
Kec. Merak Urnk
Kec. Widang
Kee, Singgahan
Kee Parengan
Kec. Montong
Kec. Senon

Kec. Jatirogo
Kec. Bangilan
Kee. Kenduruan
Kee. Lambakboyo
Kec, Bancar
Kee, Jenuh

Kee, Palang
Kec. Renpel
Kee, Plumpang
Kec. Scko

Kec Kerek

XIV

KABUPATEN LAMONGAN
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Kec. Deket

Kec Lamongan
Kee. Tun

Kee. Kembang Hihu
Kec Sukodadi
Kee. Pucuk

Kec Karangseneng
Kee Modo

‘e, Npimbang
Kee Bluluk

Kec. Sukorame
Kec. Sambeng
Kee Mantup

Kee. Solokuro
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15

16
17

18
19
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23
24

Kee. Laren
Kee. Glagah

Kee, Kalitengah

Kee. Tikung
Kee. Babat

Kee, Sugio

Kec. Paciran

Kee. Brondong

Kec. Karangbinangun
Kec. Sckaran 7

KABUPATEN BOJONEGORO
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Kec. Sugihwaras
Kec. Temayan
Kec. Trucuk

Kec. Malo

Kec. Bubulan
Kee. Padangan
Kec. Purwosari
Kec, Kasiman
Kee. Tambakrejo
Kec. Ngambon
Kee. Ngraho

Kee. Margomulyo
Kec. Bojor. zporo
Kec. Kopas

Kec. Balen

Kec. Dander

Kec. Baureno
Kec Kepoh Baru
Kee, Kedungadem
Kee. Sumber Rejo
Kee, Kanor

Kee. Kalitidu
Kec. Npasem

XVI

KABUPATEN MADIUN

Kee, Sawahan
Kec. Madiun
Kec, Balerejo
Kee. Dagangan
Kee. Wungu
Kee, Kare

Kee. Gemarang
Kec. Wonoasr
Kee. Mejayan
Kee, Pilangkenceny
Lec, Jiwan
i"ne, Geger
Kee. Kebonsan
Kee, Dolopo
Kec. Saradan

XVII

KABUPATEN PONOROGO

Kec. Ponorogo
Kee. Siman
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kee. Sukorejo
Kee. Sampung
‘Kec. Balong
Kee, Slahung
Kec. Bungal
Kee. Ngrayun
Kee. Sambit
Kec, Mlarak
Kec. Jetis
Kec. Pulung
Kee. Socko
Kec. Ngebel
Kec, Jenangan
Kee, Babadan
Kec. Bodegan
Kee, Kauman
Kee. Sawoo
Kec. Jambon

Xvill

KABUPATEN NCAWI
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Kec. Ngawi

Kee, Pitu

Kee. Kedunggalar
Kee, Sine

Kec, Nerambe
Kec. Jogorege
Kee, Kendal
Kee, Karangjati
Kee. Pangkur
Kec. Bringin
Kee, Kwadungan
Kec. Geneng
Kec. Paron

Kec. Widodaren
Kec. Mantingan
Kec. Padas

KABUPATEN PACITAN

Kec, Pacitan
Kee. Donorejo
Kee. Pringkuku
Kee. Punung
Kee. Kebonagung
Kee, Nawangan
Kec. Bandar
Kec. Tegalombo
Kec, Ngadirejo
K¢, Sudimoro
Kec. Tulakan

XX

KABUPATEN MAGETAN
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Kee, Magetan
Kec. Poncol

Kec. Parang
Kee. Maospati
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Kee. Sukomoro
Kee. Bendo

Kec. Lembeyan
Kee. Panekan
¥ec. Plaosan
Kec. Karangmojo
Kec, Karangrejo
Kee. Kawedanan
Kec. Lakeran

KABUPATEN SITUBONDO
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Kee. Situbondo
Kec, Banyuglugur
Kec. Sumber Malang
Kec. Mlandingan
Kee, Subo

Kec. Bungatam
Kec. Jatibanteng
Kee. Panarukan
Kee. Kendit

Kee. Mangaran
Kee, Kopongan
Kec. Arjosa

Kec. Jangkar

Kee. Asem Bagus
Kee. Banyuputih
Kec. Besuki

Kec. Panji

KABUPATEN JEMBER
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Kee. Kaliwates
Kec. Sumbersari
Kee, Umbul San
Kec. Gumuk Mas
Kec. Balung

Kee. Rambipuji
Kee, Panti

Kec. Sukoramb:
Kec. Arjasa

Kec. Sukowono
Kee, Pakusur
Kec. Jelbuk

Kec. Sumber Jambe
Kec, Ledokombo
Kee. Mayang

k ze. Mumbul Sun
K. *. Patrang

Kee. Kencong
Kec. Puger

Kec, Ambulu
Kee. Wuluhan
Kec. Tanggul
Kee. Sumber D
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24
25
26
27
28
29
30
31

Kee, Banpsal Sani
Kee. Jenggawah
Kee, Kalisat

Kec. Silo

Kee, Temporejo
Kee, Semboro
Kec. Jombang

Kec. Ajung

XX

KAUUPATEN BANYUWANGI
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Kee. Banyuwing:
Kec. Bangorejo
Kee. Tegal Dlimo
Kee. Muncar
Kec Clunng
Kec. Srono

Kee Gambirnn
Kec. Genteng
Kee, Glenmoro
Kee Kalibaru
Kee. Songgon
Kec. Pasanggnroon
Kec. Singojuru
Kee. Rogojampi
Kec. Kabat

Kee, Glagah

Kec, Gir

Kee. Wongsorejo
Kec. Purwoharjo
Kec. Sempu

Kee, Kalipuro

"I xxiv

KABUPATEN BONDOWOSO
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Kee. Bondowoso
Kec. Lenggaran
Kee. Legalampe!
Kee, Curahdam
Kec. Wringin
Kec. Pakem
Kee, Tamanan
Kee. Maesan
Kec. Grujugan
Kec. Pujer

Kec. Wonosari
Kee, Tapen

Kee. Sukosari
Kec. Tleposan
Yec. Prajekan
i"ec. Klabang
Kec. Cermee

KABUPATEN LUMAJANG
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Kee, Lﬁmajmg
Kee. Gueialit
Kee. Klakah




ol i

= S et -] O W In

11
12
13
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15
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Kee. Kedungin ung
Kec. Ranunyc:o
Kec. Jatiroto

Kee. Tekung

Kee. Kunir

Kee Rowo Fapghung
Kec. Candipu

Kec. Tempursin
Kec. Pronejiwo
Kee. Sukodono
Kec. Senduro

Kee. Randuaguni
Kee. Yosowilungun
Kec. Pasinun

Kee. Tempeh

KABUPATEN PASURUAN
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Kee. Winongan
Kee Gondanp Wietan
Kec. Pasrepun
Kec. Rembang
Kec. Wonorejo
Kee. Kejoyan
Kee. Lekok
Kec. Puspo
Kee Purwoduds
Kec. Pandann
Kec. Gempol
Kec Rejom
Kec. Losan
Kee, Prigen
Kec. Npuling
Kec. Lumbanj;
Kec. Tutur

Kec. Beji

Kec. Pohjenteck
Kec. Bangil
Kec. Kraton
Kec. Grati

Kec. Purwosun
Kec. Sukorejo

KEABUPATEN PROBOLINGGO
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Kec. Sumberhnreng
Kee, sukapuri
Kec. Lumbun
Kec. Kunipan
Kec. Sumber
Kec., Leces

Kec. Tegal Siwalen
Kec. Bantaran
Kec. Gending,

tec. Dringu

Kec. Maron

e ——— e —— —— e ——
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IKee. Kraks2an
(Kec. Pajarakan
Kec. Krejengan
Kec, Besuk
Kec. Paiton
Kec. Pakuniran
Keec. Kotaanyur
Kec. Goding
Kee. Kruci
Kec. Longas
Kee. Wonokertn
Kee. Tins

-
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Kee Pujon

vee Batu

Kee Singosari
Kee Lawang

Kee. Tampung
Kec. Poneckusumo
Kee, Turen

Kec. Dompit

Kec Kepunjen

XXVII | KABUPATEN MALANG Kec. Bumia)
Kee. Karang Ploso
Kee, Dau

Kee. Lajinan
Kee. Kromeng n
Kec. Ngajum
Kee. Wonosari
Kec. Pagak

Kee. Kulipare
Kec. Batur

Kee. Gedanpnn
Kee, Npantan

Kec. PPakis

Kec. Jabung

Kee, Bululawurg
Kee. Gondanglep
Kec. Wajuk

Kee, Ampel Guding
Kec. Tintoyudy

Kee, Sumbenvunying
Kee. Pakisaji

Kec. Sumberpucung
Kec. Wagir

Kee. Donomulyo
Kee, Junrejo

Kee. Kasembun
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Kee, Larakan

Kec. Semen

Kee. Nganear

Kec. Kandangan
}ec. Puncu

K. 3. Papar

Kec. Kunjanjy

Kec. Gapeng licjo
Kee, Grogol

Kec. Mojo

Kee, Ngadi Luweh
e~
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Kec, Kras

Kee. Kandat

Kec. Wales

Kec, Pare

Kee, Gupah

Kee Ploso Klaten
Kec, Kepung
Kec. Purwosun
Kec. Plemahen
Kee, Pagu

XXXI

KABUPATEN SIDOARJO

KABUPATEN MOJOKERTO
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Kec. Sidoarjo
Kee. Buduran
Kec, Jabon

Kee. Krembung
Kec, Wonoayu
Kec. Balongbendo
Keo. Tarik

Kec, Sukodono
Kec. Sedan

Keo. Candi

Kee, Porong

Kec, Tanggulang n
Kee. Krian

Kec. Prambon
Kee, Taman

Kec, Waru

Kec. Gedangun
Kec. Tulangan

Kec. Kutorejo
Kec. Dlanggu
Kec. Socko
Kee, Jatirejo
Kec, Gondang
Kec, Dawar Blendeng
Kec. Gedek
Kec. Kemlagi
Kee. Trawas
Kee. Pungging
Kec. Bangsul
Kec. Trowulan
Kee, Puri

Kec. Jetis

Kec. Pacet
Kee. Mojosari
Kee. Ngoro

AXXI

KABUPATEN GRESIK
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Ke @ Gresik

Keu, Benjeng

Kee, Balongpanggang
Kee Duduksampem
Fec. Dnyorejo

Kee, Kedamean

Kee, Ringlnuno::
Kee, Sedayu
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Kee. Dungah
Kec. Panceng
Kee. Ujungpangkuh
Kec, Sangkapura
Kee, Tambok
Feew, Kebonus:
Kec. Manyar
Kec. Cerme
Kee. Menganti
Kee, Dukun
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KABUPATEN JOMBANG
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Kec. Jombang
Kee. Gudo

Kec, Perak

Kec. Tembelang
Kee, Bandar K. Mulyo
Kec. Megaluh
Kec. Ploso

Kec. Kudu

Kee. Kabuh
Kee. Plandakan
Kec, jogoroto
Kec, Bareng
Kec. Wonosalam
Kee. Diwek
Kee. Mojongung
Kee. Peterongan
Kec. Sumobito
Kee. Kesamben
Kee, Ngoro

Kee, Mojowamo

XXXIV

KABUPATEN TULUNGAGUNG
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Kee. Tulungagung
Eec, Beauki

Kee, Bandunp

Kec. Pakel

Kee. Campurdarat
Kee. Tanggurg Gunung
Kee, Pucanglubun
Kec. Kauman

Kec. Ngantru

Kec. Karangrejo
Kee. Sendang

Kee, Pagerwojo
Hee. Kalidawir
}=c. Rejotangan
Keu, Ngunut

Kee, Sumbergempol
Kec. Boyolangu
Kec. Gondang

Kee, Kedungwaru
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KABUPATEN BLITAR
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Kec. Garuny |
Kee. Sanankulon
Kee. Udanawu
Kec. Wonodad:
Kec. Doko

Kec. Kesumben
Kee. Selorejo
Kee, Sutojayon
Kec. Panggungrejo
Kec. Binangun
Kee. Wates

Xec. Kademangan
Kee, Bakung
Kee. Wonotirto
Kec. Kanigoro
Kee. Nglegok
Kee. Srengat
Kee. Ponggok
Kec. Wlingi
Kec. Gandusani
Kec. Talun
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Kee. Nganjuk
Kec, Wilangan
Kee. Sawahan
Kec. Ngetos
Kec. Boaron
Kee. Patianrowo
Kee. Lengkong
Kee. Gondang
Kec. Ngluyu
Kec, Jatikalen
Kee. Sukomoro
Kec. Bagor

Kec. Berbek
Kec. Locerel
Kee. Tanjung Ancm
Kec Prambon
Kec. Pace

Kee, Kertasono
Kec. Ngrongot
Kee. Rejoso
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KABUPATEN TRENGGALEK

O ooo =) Ov LA S L) B o=

Kec. Trenggalek
Kec. Pogalan
Kee. Durenan
Kee. Bendungan
K. ¢. Kampak
Kec. Gandusan
Kee. Watulimo
Kee, Karangon

Kec. Tugu
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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1l

LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI KEFALA DAERAH TINGEAT LI LAMONGAN

NOMOR 2.f TAHUN 199¢
. TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KEZCAMATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 LAMDNGAN

Menimbang I

Mengingat :

Memperhatikan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MaHA ESA

BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT 1! LAMONGAN

A,

1.
2.
3.‘
4¢

5.

bahwa sshubungan dikeluarkannya Feputusan
Menteri Dalam Negeri Momor 48 Tahun 1996 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tetakerja Femerintah
Kecamatan serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 1% Tahun 1998 Tentang
Organisasi dan Tatakerja Femerintah Kecamatan,
maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi
dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas
maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi
dan Tata _kerja Pemerintah Kecamatan dengan
menetapkan dalam Keputusan BHupati kKepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 3

dhdanq-undanq Momor S5 Tahun L1979
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
1997

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
1997

Keputusan Gubernur Kepalas [aerah Tingkat 1 Jawa
Timur Nomaor 19 Tahun 1998,

Surat Gubernur Kepala Daerat Tingkat I Jawa Timur
Tanggal 20 April 1998 Nanor 061/3838/041/1998
Perihal Organisasi dan Teota terja Pemerintah
Kecamatan.
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Menetapkan

MEMUTUS KAN

1 KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT 11 LAMONGAN

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH
KECAMATAN.

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Képutulln ini yang dimaksud dengan @

a. Bupati VKepala Daerah, adaleh Bupati Kepala
Dagrah Tingkat II Lamongar

b. Kabupaten, adalah Kabupaten LCaerah Tingkat 1II
Lamongan

c. Pemerintah Kecamatan, adalah Camat be=zerta
Pezrangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Umum di Kecamatar g

d. Camat, adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang
berada dibawah dan bertznggung)awab kepada
Bupati Kepala Daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUBAS POKDK DaAN FUNGSI
Pasal 2

-y «emerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerab ;

t?l'tl-at di wilayah kerja Fembentu Bupati delam
melaksanakan tugasnya berada ci bawah koordinasi
Pembantu Bupati.

Fasal 3

Camat mempunyal tugas menimpin  penyelengoa-
raan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehi-
dupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Fasal 4

¢ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pads
pasal 3, Camat mempunyal fung=i

a. penyelenggaraan tugas=tuges Penerintahan Umum darn
pembinaan pertanahan serta pol:tik dalam negeri 3

b. pembinaan Pemerintahan Desa/ke.urahan 3
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c. pembinaan ketentraman dan letertiban wilayah ;
d. pembinaan pembangunan 2nq meliputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta
pembinaan sosial j
e. pembinaan pelayanan umum ;
f. penyusunan program, pembinaan administrasi,
' ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB 111
ORGANISAST
Pasal &

(1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri
dari @
a. Camat
b. Sekretariat ;
c. Seksi Pemerintahan ;
d. Seksi Pembangunan Masvacakat Desa/kKelurahanj
. Kelompok Jabatan Fung=ional.

(2) Bagan susunan organisa=: Femerintah Plecamatan
sabagaimana tercan‘um dolam ' ~==i-ca~n ‘FHaputlusan
ini.

Pasal &

(1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas meiakukan
pembinaan administrasi: Jan memberikan pelayvanan

teknis administratif repada selurub satuan
organisasi Pemerintabh rocamatan @

(2) Sekretariat dipimpin »leh seorany S retaris
vang berada di bawah dan bertangguny Jawab

kepada Camat ;
Fasal 7

Untu¥ melaksanakan tugas sebagaimana Jdimakeud
pasal & avat (1) Sekretoris Fecamatan mempunyal
fungsi ¢
a. penyusunan rencana, peEnosndalisn dan pengevalua=
gsian pelaksanaannya

b. pengelolaan urusan keoc gan

c. pelaksanaan tata usaha unum, tata usaha kepegawal
an serta tata usaha per lengkapan 3

d. pelaksanaan urusan rumah tangga 3

e. prlaksanaan tugas-tugas lain vang diberilan oleh
Camat.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

{2)

(1)

- & -
FPasal B

Sekretariat Kecamatan terdiri dari @
a. Urusan perencanaan ;
b. Urusan umum.

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Sekretaris.

* Pasal 9

Urusan Perencanaan mempunyai tugas i

a. menghimpun dan menganalisis data ;
b. melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian
 pelaksanaan program dan anggaran j
::'i-nyulun laporan penyelenggaraan pemerintah-
an dan pembangunan Kecama:tan 3
d. melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan
oleh Bekretaris.

Urusan Umum mempunyai tugas

a. melakukan urusan surat-menyurat dan tugas-
tugas kearsipan 3

b. melakukan tata usaha kepecawaian dan keseijah-
'S.raan pegawai § .

c. mengelola keuangan dan melakukan tata wusaha
keuangan termasuk pembayaran gaji pegawair i

d. melakukan tugas—tugas rurah tangga darn  tata
usaha ‘perlengkapan ;

e. melaksanakan tugas-tugae lain yang diberikan
oleh Sekretaris.

Fasal 10
w1
Seksi Pemerintahan mempunya!l ftugas melaboban
urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desap/
Kelurahan serta ketentraman dan ketertibang

Seksi Femerintahan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dai bertanggung )awab
kepada Camat.

Fasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat
pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi @
a. penyelenggaraan pemerintaha; umum dan pelak-

sanaan koordinasi Instansi-instansl di ling-

kungar Peterintah Kecamatban



b. pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban

wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Famong
- Praja j

c. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan
dan cacatan sipil j

d. pembinaan Pemerintahan Desa/kKelurahan ;

e. pelaksanaan tugas—-tugas lain yang diberikan
oleh Camat.

. Fasal 12

(1). Seksi Pemerintahan terdiri dari @
a. Sub Seksi Pemerintatan Umum dan Dess/
Kelurahan 3
b. Sub Seksi Kependudukan i
v« Sub Seksi Ketentraman car Ketertiban,

(2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh secrang Fepala
Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala SBeksi Memerintahan,

Pasal L

(1) Sub Seksi FPemerintahan Usumn dan Desa/¥elurahan,
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penvyelenggaraan Femerintah-
an Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
b. menyiapkan bahan untul pembinaan spaial,
e politik, kesatuan bangsa, 11diclogi negara
dan urusan pemilihan umur s==rta penyelenggn-
" raan koordinasi j
c. menyiapkan bahan pembi-ean organisasi kema-
syarakatan dan lembaga | emasyarakatan lainnya
‘d. menviapkan bahan pembinaen pertanahan i
e, melakukan pembinaan administrasi Desa/ ye-
lurahan serta bimbingsan, petunjuk den penga-
wasan pelaksanaan pemillihan Fepala Desa
1. melakeanakan tugas-tugee lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Femerintahan j

(21 Sub Seksi Kependudukan memnpunyail tugas 1
a. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
kependudukan dan catsatan saipirl ;
b. melakukan pelayanan artu pendudul, kartu
keluarga, surat jalen atau surat Fketerangan
lainnva 3



(1)

(2)

(1)

c. melakukan pengumpu 1 al data dalam rangsa
administrasi pelaksanasn transmigrasi ;

d. melakukan administras: perpindahan den per-
tambahan penduduk  serta memelihara data
penduduk

e. melaksanakan tugas-tugss lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Sub Seksi Ketentraman dan Fetertiban mempunyai

tugas :

a..menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman ;

b. menyiapkan bahan pembinsan  satuan Foli=i
FPamong Fraja

c. melakukan penertiban dalam rangka penegakkan
Peraturan Daerah serta ketentuan dan per-
aturan perundangan lainnva ; =

d. melakukan pengamanan w».:layah dalam rangka
mencegah timbulnya gangguan ketertiban,
termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat 3

e. melaksanakan tugas-tuges lain yvang diberikan
oleh kKepala Seksi Femerintahan.

Fasal 14

Seksi Fembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

jhEmptuai tugas melakukan parencanaan dan pelak-

sanaan pembangunan fisik. selayanan umum, per-
ekonomian, produksi dan distribusi aerta
kesejahteraan sosial.

Seksi Pémblngunln dipimpin oleh seorang “Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada avat
pasal ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/

Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pembinaan pembangun=
an sarana dan prasarana |

b. pembinaan pelavanan uvmum

c. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka
meningkatkan pertumbuhban perekonomian, pro-
duksi serta distribusi

d. penyusunan program dan pembinaan kesejahte-
raan sosial j
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(1)

(2)

(1)

e. penyusunan program dan pembinaan lingkungan
hidup serta kebersihan ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Camat.

Pasal 16

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/kKelurahan

terdiri dari :

a. th Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan
Umum 3

b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distri
busi

c. Sub Seksi Kesejahteraan Sopsial dan Lingkungan
Hidup.

Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang FKepala
Sub Seksi yvang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Poembangunan Masvarakat
Desa/Kelurahan.

FPasal 17

Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umur

mempunyai tugas @

a. menyiapkan bahan penvusunan program dan
pembinaan pembangunan sarana,pra=arana Desa/
Kolurahan serta pembangunan sarana prasarana
padl-umumnyl i

b. melakukan pembinaan dan melaksanakan - ke-

(2)

giatan pembangunan sistem Unit Daerah Ferja
FPembangunan 3

c. menyiapkan bahan pembinaan  pelayanan  wmuam

'« sprta penyusunpan mekanisme pelayanan per-—
ijinan ;

d. menvelenggarakan tata usaha perijinan

e. melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan
pleh FKepala seksi FPembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi,
mempunvai tugas :

B meny iapkan bahan penyvugunan program dan

pembinaan perekonomian, produksi serta dis-
tribusi hasil produksi ;

b. menyiapkan bahan kegiatan penyuluhan/pembina
an pengembangan kepariwwisataan dan per
tambangan 3



- -

c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga—
lembaga perekonomian dessa, program Bimas/
Inmas dan melakukan pendataan industri kecil,
kerajinan serta usaha gotong royong j

d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
perekonomian, produksi dan distribusi hasil
produksi 3

e. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
cleh FKepala Seksi Fembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

(3) Sub " Seksi Kesejahteraan Sc=sial dan Lingkungan

Hidup, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan so=sial, bantuan sosial
serta pelayanan sosial ;

. 'be menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
~ melakukan pembinaan dalam upaya pe-—
ningkatan kesehatan masyarakat, keluarga
berencana, gizi masyararat =serta pemberan-
tasan penvakit menular :

c. menyliapkan babhan untuk penyusunan program
pembinaan, pendidikan, -epem : JoA
raga j

d. menyiapkan bahan penyusunan program dar
pembinaan pelestarian lingkungan hidup,
# penghijauan dan upaya peningkatan peran serta

masyarakat dalam kebersihan :
e. menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan
atau penyaluran bantuan sosial, termasuk

) bantuan bencana alam ;

f. melaksanakan tugas—tugas lain yvang diberican

oy B oleh FKepala Beksi Fembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.
w Fasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan  fungsi-
nya.

Pasal 19

(1) Xelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 EKeputu=an ini, terdiryr dara
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagzi Fkelompok sesuai
dengan bidang keahliannya



(2)

(3}

{41

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

...q_

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh seorang tenzga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung Jawab
kepada Camat ;

Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

deni_  dan ienjang jabaten fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAEKERJIA
Pasal 20

Dalam melak=sanakan tugasnva, Camat, Sekretaris,
para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub
Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah
Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-
masing ;

ﬁPabila Camat dalam menjalankan tugasriya ber
halangan, maka Camat dapat mernunjuk Sekretaris
atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili-
nya.

Pasal 21
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawa-—
si bawahan masing-masing bila terjadi penyimpang
an agar mengambil langkah-langkah vang di perlu

&
kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkung
an Pemerintah Kecamatan bertanggung Jjewab me
mimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

Setiap =atuan pimpinan organisasi wajib me-
ngikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertang-
gung Jjawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu-

nya.
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BAB VW
KETENTUAN LAIN=-LAIM
Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentu
an yang mengatur tentang Organisasi dan Tata FKerja
Pemerintah Kecamatan di Lamcngan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 23

(1) Perwakilan Kecamatan yang wsJadah dibentuk sebelum
Keputusan ini diubah menjadi Kecamatan Pembantuj;

(2) Kecamatan Pembantu dipimoin oleh seorang Camat
Pembantu yang berada dibawsah dan bertangoung
jawab kepada Camat.

PAR VI
FETENTLAN PENLITLI
Pasal 24

(1) Keputusan ini mulai berlalu sejak tanggal di
tetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumken calam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I Lamongan.
Ditetaptan di : Lamnnqan.
'.fl?il‘\.-tqt T '”i*T Tangga! B = ;,4_’4 ,r‘j_,_}’
WA e vy i 1&?&“} KEFPALA DAERAH TINGKAT il
LAKOAGAN LAMUNGA AN

nf?l- g -

) Tongnt - poul :
#l!}i ' jr““;‘fﬁyﬂ&P
g L T A Momer ) />

50V R MOMAMAD FARIED, SH

Salinan Keputusan ini disampaik
kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam thur: d1 Jakarta

2. Sdr. Gubernur Kepala Dasrah Tinglat |
Jawa Timur j

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayvah [T i
Bojonegora i

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dat: 1
Lamongan ;

5. Sdr. Inspektur, Ketua, Kepala Kantor/
Dinas/Instansi/Bagian di Lingku
ngan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat 1I Lamongan

4. Sdr. Pembantu Bupatise Kabupaten Dal i
Il Lamongan

7. Bdr. Camat se Kab. Dati Il Lamongsan.
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BAGAN SUSUNAN

haoUtATEN DAERAH TINGKAT IT LAMONGAN

KELOMPOK JAEATAN
FUNGSTONAL

Lampli-an @ Eeputusan Bupatl Fepals
Daersh Tingkas 1! Lamongan
Nomor : 2.5 Tahun
Toeis £ 7 ity i
31 PEMERINTAH KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIAT
S [
[ |
URUSAN URUSAN
PERENCANAAN UM U M
Ji
SEKSI SEKST |
PEMERINTAHAN | EFMBANGUNAN MASYARA-
| ¥AT DESA/KELURAMAN
-
] e
SUB SEXSI | | SuB SEKSI
| PRMERINTAHAN UMUM L| ZARANA,PRASARANA
| DAN DESA/KELURAHAN [AN PELAYANAN UMUM
N
SUB SEKSI | | SUB SEKSI
|| KEPENDUDUKAN FEREKONOMIAN, FRO-
| |9KST & DISTRIBUST)
[ cus sexst T zup sekes
KETENTRAMAN DAN L{ FESEJAHTERAAN SOS
KETERTIBAN |1 & LINGK. HIDUP

BUPATI KFFALA DAERAH TINGKAT Il

LAMONGAN
" g S

R. MOHAMAD FARIED.S.H.
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